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Abstract 
The purpose of this study is to disclose IFRS-based IFRS implementation in the financial instrument 
component. Approach is done with descriptive qualitative analysis to compare the regulation with the 
company financial report. This research only involves one banking company that is bank BTN. 
Selection of Bank BTN due to the special characteristics that provide loans for People's housing loans 
with very long maturity so that the possibility of financial instrument treatment is different. The results 
of the analysis show that Bank BTN has complied with all IFRS-based IFRS regulations relating to 
financial instruments. This is possible because the process of IFRS convergence that conducted by IAI 
gradually so that the banks can apply it continuously in order to improve the quality of accounting 
information presented. This research is expected to provide input for regulators and regulatory bodies 
of standards regarding the development of regulations on financial instruments so as to produce 
information relevant to the economic decision-making process of various parties. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan implementasi SAK berbasis IFRS dalam komponen 
instrument keuangan. Pendekatan yang dilakukan dengan anlsisis deskriptif kualitatif untuk 
memperbandingan regulasi dengan laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini hanya melibatkan 
satu perusahaan perbankan yaitu bank BTN. Pemilihan Bank BTN karena karakteristik khususnya 
yang memberikan pinjaman untuk Kredit perumahan Rakyat dengan waktu jatuh tempo yang sangat 
lama sehingga dimungkinkan perlakuan instrument keuangannya mengalami perbedaan. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa Bank BTN telah mematuhi semua regulasi SAK berbasis IFRS yang 
berkaitan dengan instrument keuangan. Hal ini dimungkinkan karena proses adaptsi IFRS yang 
dilakukan oleh IAI secara bertahap sehingga pihak perbankan dapat menerapkanya secara 
berkesinambungan guna meningkatkan kualitas informasi akuntansi yang disajikan.  Penelitian ini 
diharapkan mampu memberikan masukan bagi regulator dan badan penyusun standar mengenai 
pengembangan regulasi mengenai instrument keuangan sehingga dapat menghasilkan informasi yang 
relevan bagi proses pengambilan keputusan ekonomik berbagai pihak. 
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1. Pendahuluan Selama proses konvergensi IFRS terjadi 
pergeseran metode historical cost  menuju fair 
Jurnal Akuntansi dan Pajak, 20(01), 2019, 2 
Jurnal Akuntansi dan Pajak, ISSN 1412-629X l E-ISSN 2579-3055 
value, instrument keuangan menjadi salah satu 
komponen yang rentan terhadap asimetri 
informasi (Landsman, 2006). Asimetri informasi 
tersebut terjadi karena untuk beberapa instrumen 
keuangan tidak tersedia harga pasar aktifnya, 
sehingga manajemen diperkenankan untuk 
menggunakan model penilaian. Model penilaian 
tersebut tentu mengandung unsur subjektivitas 
manajemen atas informasi privat yang 
dimilikinya. 
Regulasi mengenai instrumen keuangan 
perusahaan tertuang pada PSAK 50, 55 dan 60. 
Sedangkan untuk pengukuran nilai wajarnya 
tertuang pada PSAK 68. Pada  Standar Akuntansi 
Keuangan (SAK) efektif per 1 Januari 2017, 
regulasi instrument keuangan masih mengacu 
pada IAS 39. Namun pada pertengahan 2017 IAI 
telah mengesahkan PSAK 71 yang telah 
mengacu IFRS 9. PSAK 71 diproyeksikan untuk 
menggantikan PSAK 55 yang dianggap tidak 
relevan. 
PSAK 71 mewajibkan perusahaan untuk 
melakukan estimasi atas kerugian perubahan 
nilai pasar dan risiko yang terkandung dalam 
instrument keuangan. Jika terjadi perubahan atas 
estimasi arus kas kontraktual yang besar, 
perusahaan diwajibkan untuk mengevaluasi 
besarnya cadangan yang telah dilakukan. Hal ini 
sangat berbeda dengan regulasi yang tertuang 
dalam PSAK 55 dimana pengakuan kerugian itu 
hanya akan dilakukan setelah terjadinya. 
Perubahan regulasi instrument keuangan 
membawa dampak signifikan pada pelaporan 
keuangan perusahaan utamanya pada perusahaan 
perbankan. (Astuti dan Sulistyowati, 2017) 
mendokumentasikan bahwa dalam proses 
adaptasi IFRS, perusahaan perbankan selalu 
mematuhi regulasi yang ditetapkan secara 
bertahap dengan mengevaluasi dampaknya 
terhadap laporan keuangannya kemudian 
menerapkannya bahkan sebelum tanggal efektif 
diberlakukan. Namun demikian, pada penelitian 
tersebut hanya dilakukan pada satu perusahaan 
perbankan BUMN. 
Penelitian ini akan difokuskan untuk 
mengungkapkan bagaimanakah perlakuan 
instrument keuangan pada perusahaan perbankan 
utamanya pada Bank Tabungan Negara (BTN). 
Hal ini menarik untuk diteliti karena sector 
utama BTN adalah kredit perumahan dengan 
proyeksi arus kas kontraktual pada periode yang 
cukup panjang, sehingga kemungkinan risiko 
inheren atas intrumen keuangan pada lini bisnis 
tersebut cukup besar 
2. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian post 
positivism dengan bentuk kualitatif. Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan melakukan 
analisis perkembangan standar akuntansi 
mengenai instrument keuangan yang tertuang 
dalam PSAK 50, 55, 60 dan 68. Hasil analisis 
kemudian digunakan sebagai acuan untuk 
mereview penyajian instrument keuangan dalam 
laporan keuangan perusahaan Bank Tabungan 
Negara (BTN). Hasil pembandingan kemudian 
digunakan sebagai dasar pengambilan 
kesimpulan penelitian sementara. 
Analisis lanjutan dilakukan dengan mencari 
literatur terkait perkembangan standar akuntansi 
keuangan utamanya yang berkaitan dengan 
instrument keuangan. Hasil kajian literature 
kemudian diperbandingkan lagi dengan hasil 
analisis laporan keuangan perusahaan, 
3. Hasil dan Pembahasan  
Regulasi instrument keuangan telah tertuang 
pada PSAK 50, 55, 60 dan 68 yang telah direvisi 
pada tahun 2014. PSAK 50 yang diterapkan di 
Indonesia pada tahun 2015 masih mengacu pada 
IAS 32 per 1 Januari 2014. PSAK 55 masih 
mengacu pada IAS 39 per 1 Januari 2014. 
Sedangkan untuk PSAK 60 dan 66 regulasi 
akuntansi di Indonesia telah mengacu pada IFRS 
7 dan IFRS 13 per 1 Januari 2014.  
Tahun 2015 merupakan full adoption IFRS 
tahap kedua. Beberapa PSAK yang belum 
mengacu IFRS tersebut dimungkinkan terjadi 
karena adanya beberapa pertimbangan dewan 
pembuat standar yang memiliki pandangan 
bahwa kita belum siap untuk melakukan adaptasi 
IFRS 9 terkait pengukuran, pengunngkapan dan 
penyajian instrument keuangan utamanya bagi 
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perusahaan perbankan. Hal ini disebabkan oleh 
perbedaan paradigma yang semula historical cost 
menjadi fair value memberikan dampak yang 
cukup siginifikan bagi instrument keuangan. 
IFRS 9 baru diadaptasi pada pertengahan tahun 
2017 dan tertuang dalam PSAK 71 yang 
diproyeksikan akan berlaku efektif per 1 januari 
2020. Penerapan awal atas regulasi tersebut 
diperkenankan per 2018. 
Penerbit instrumen keuangan pada saat 
pengakuan awal mengklasifikasikan instrumen 
tersebut atau komponenenya sebagai liabilitas 
keuangan, aset keuangan atau instrumen ekuitas 
sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual 
dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan 
dan instrument ekuitas (PSAK 50 PP 15 Tahun 
2015). Berdasarkan regulasi tersbut, perusahaan 
diwajibkan untuk mendefinisikan dan 
mengklasifikasikan instrument keuangan yang 
dimilikinya.  
Bank BTN menyatakan telah memenuhi 
regulasi yang tertuang dalam PSAK 50, 55, 60 
dan 68 revisi 2014. Bank BTN telah 
mengklasifikasikan aset keuangan dalam empat 
kategori dan liabilitas keuangan dalam dua 
kategori. Adapun definisi dan klasifikasi yang 
dilakukan oleh Bank BTN seperti ilustrasi 
gambar 1. 
 
Gambar 1. Klasifikasi Intrumen Keuangan Bank BTN 
Penjelasan mengenai klasifikasi yang telah 
dilakukan oleh Bank BTN telah sesuai dengan 
PSAK 55 mengenai pengakuan dan pengukuran 
instrument keuangan. Pada laporan keuangan 
yang disajikan oleh Bank BTN dijelaskan 
mengenai kelompok yang tercakup dalam aset 
keuangan ataupun liabilitas keuangan. Penjelasan 
tersebut kemudian dilanjutkan dengan proses 
pengukuran awal, pengakuan awal, pengukuran 
setelah pengakuan awal dan penghentian 
pengakuan.  
Pembelian dan penjualan aset keuangan di 
Bank BTN diakui pada tanggal penyelesaian. 
Bank BTN menggunakan opsi nilai wajar pada 
pengakuan awalnya. Hal ini sudah sesuai dengan 
ketentuan yang tertuang dalam PSAK 55 PP 44, 
PP53-55. Biaya transaksi yang terjadi pada 
perolehan aset keuangan ataupun penerbitan 
liabilitas keuangan diatribusikan secara langsung. 
Praktik tersebut juga telah sesuai dengan PSAK 
55 PP 43 yang menyatakan bahwa: 
“Pada saat pengakuan awal aset keuangan 
atau liabilitas keuangn, entitas mengukur pada 
nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau 
liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar 
melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah 
biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara 
langsung dengan perolehan atau penerbitan aset 
keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. 
Pengukuran setelah pengakuan awal 
instrument keuanganan Bank BTN menggunakan 
dasar suku bunga efektif, kecuali untuk 
instrument keuangan yang pada pengakuan awal 
diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. 
Praktik yang diterapakan oleh Bank BTN telah 
sesuai dengan PSAK 55 PP 45-47.  
Penghentian pengakuan instrument 
keuangan didasarkan pada hak kontraktual arus 
kasnya. Penghentian pengakuan tersebut harus 
dilakukan ketika seluruh risiko dan manfaat atas 
kepemilikan aset keuagan sudah tidak lagi 
dimiliki perusahaan (PSAK 55 PP17 dan PP 20). 
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Bank BTN telah memperlakukan aset keuangan 
yang telah berakhir sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. Dalam laporan keuangannya 
ditemukan keterangan bahwa ketika bank telah 
mentrasnfer seluruh risiko dan manfaat atas 
kepemilikan aset keuangan secara substansial 
maka pengakuan atas komponen aset keuangan 
tersebut dihentikan.  
Bank BTN juga telah membatasi 
reklasifikasi instrument keuangan yang 
diperkenankan oleh entitas. Adapun aturan yang 
ditetapkan oleh Bank BTN dalam catatan atas 
laporan keuangannya diketahui bahwa Bank 
tidak memperbolehkan reklasifikasi jika pada 
saat pengakuan awal, kelompok instrumen 
keuangan diklasifikasikan sebagai diukur pada 
nilai wajar melalui laba rugi. Entitas juga 
menetapkan bahwa bank tidak boleh 
mengklasifikasikan aset yang dimiliki hingga 
jatuh tempo, jika dalam dua tahun sebelumnya 
terjadi reklasifikasi ataupun dijual dalam jumlah 
yang signifikan. Ketentuan tersebut sesuai 
dengan PSAK 55 PP 52 Tahun 2015 “ Jika 
terjadi penjualan atau reklasifikasi atas ivestasi 
dimiliki hinga jatuh tempo dalam jumlah yang 
lebih dari jumlah tidak signifikan yang tidak 
memenuhi kriteria definisi instrument keuangan 
yang telah ditetapkan, maka sisa investasi yang 
dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasikan 
menjadi tersedia untuk djual. Dalam reklasifikasi 
tersebut selisih antara jumlah tercatat dengan 
nilai wajar diakui pada pendapatan komprehensif 
lainnya”. 
Pengukuran nilai wajar instrument keuangan 
tertuang dalam PSAK 68 yang disahkan IAI pada 
tanggal 19 Desember 2013 dan diberlakukan 
efektif mulai 1 Januari 2015. Pada regulasi 
tersebut dijelaskan bahwa dalam proses 
penentuan nilai wajar, perusahaan harus 
menggunakan harga pasar yang berlaku untuk 
instrument keuangan tersebut, namun jika harga 
pasar yang dipersyaratkan tidak ada, perusahaan 
dapat menggunakan harga dari instrument yang 
identik. Jika harga atas instrument yang identik 
juga tidak ditemukan, perusahaan dierbolehkan 
untuk menggunakan teknik penilaian dengan 
mengutamakan input yang dapat diobservasi dan 
meminimalkan input yang tidak dapat 
diobservasi (PSAK 68 PP 61 tahun 2015). 
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui 
bahwa untuk menentukan nilai wajar instrument 
keuangan yang tidak tersedia harga pasarnya 
melibatkan unsur subjektivitas manajemen, 
sehingga untuk meningkatkan konsistensi dan 
keterbandingannya diberikan regulasi mengenai 
hierarki nilai wajar yang terbagi dalam 3 level 
(PSAK 68 PP 72-90). 
Bank BTN telah mengungkapkan proses 
pengukuran nilai wajar dalam laporan 
keuangannya yang sesuai dengan prosedur yang 
telah ditetapkan dalam PSAK 68 tahun 2015. 
Adapun hierarki nilai wajar pada Bank BTN 
dijelaskan dalam ilustrasi Gambar 2.  
 
Gambar 2. Hierarki Nilai Wajar Bank BTN 
Pada proses pengukuran Bank BTN telah 
mengungkapkan pembandingan nilai tercatat dan 
nilai wajar dengan hierarki sesuai dengan PSAK 
68 PP 72-90.  
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Gambar 3. Pengukuran Nilai Wajar Instrumen Keuangan Bank BTN 
Untuk menyajikan instrument keuangan 
sesuai dengan nilai wajarnya, perusahaan juga 
diwajibkan untuk mengevaluasi penurunan nilai 
atas aset keuangan yang dimilikinya. Ketentuan 
untuk melakukan penurunan nilai instrument 
keuangan tertuang dalam PSAK 55 PP58-70. 
Perlakuan penurunan nilai ast keuangan ini 
bergantung pada klasifikasi awal yang ditetapkan 
manajemen atas aset keuangan yang dimilikinya. 
Bank BTN juga telah mematuhi regulasi tersebut 
dan mengungkapkanya secara rinci pada 
penjelasan risiko kredit yang dimiliki. Penurunan 
nilai yang disajikan pada laporan keuangan Bank 
BTN juga telah mengikuti kaidah klasifikasi aset 
keuagan yang telah ditetapkan dalam PSAK 55. 
Adapun pengukuran dan pengakuan penurunan 
nilai aset keuangan yang dlakukan oleh Bank 
BTN disajikan dalam Gambar 4. 
 
Gambar 4. Pengukuran dan Pengakuan Penurunan Nilai Aset keuangan Bank BTN 
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PSAK 60 PP31 menjelaskan kewajiban 
perusahaan untuk mengungkapkan sifat dan 
cakupan risiko yang timbul atas instrument 
keuangan yang dimiliki baik secara kuantitatif 
ataupun kualitatif. Risiko yang harus 
diungkapkan untuk komponen instrument 
keuangan meliputi risiko kredit, risiko likuiditas 
dan risiko pasar.  
Bank BTN telah melakukan pengelolaan 
risiko atas instrumen keuangan yang dimilikinya 
dengan menggunakan day to day risk 
management activities. Hal ini dilakukan karena 
mayoritas lini protofolio kredit Bank BTN 
berbentuk kredit pemilikan rumah (KPR) yang 
sangat dipengaruhi oleh laju inflasi dan BI rate. 
Untuk memantau risiko kredit, risiko likuiditas 
dan risiko pasar Bank BTN telah melakukan 
stress testing secara berkala. Pada laporan 
keuangan  yang disajikan, Bank BTN telah 
mengelola risiko kredit secara memadai dengan 
membenuk komite manajemen risiko yang 
professional. 
Bank BTN juga telah mengungkapkan risiko 
kredit kuantitatif seperti yang telah 
dipersyaratkan pada PSAK 60 PP 36-38. 
Regulasi tersebut mewajibkan entitas untuk 
mengungkapkan risiko kredit berdasarkan kelas 
instrument keuangan, waktu jatuh tempo dan 
penurunan nilainya.  
 
Gambar 5. Pengungkapan Risiko Kredit Instrumen Keuangan Bank BTN 
 
PSAK 60 PP 39 juga mewajibkan perusahan 
untuk melakukan pengungkapan atas risiko 
likuiditas yang dimilikinya. Pengungkapan 
tersebut harus memuat analisis jatuh tempo untuk 
liabilitas keuangan derivative ataupun non 
derivative disertai penjelasan bagaimana 
perusahaan mengelola risiko likuiditas yang 
melekat pada liabilitas keuangan tersebut. Bank 
BTN juga telah memenuhi kewajiban 
pengungkapan tersebut dalam laporan 
keuangannya dengan menggunakan pengukuran 
Rasio Likuiditas, Profil Maturitas, Proyeksi arus 
kas, dan stress testing. 
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Gambar 6. Pengungkapan risiko Likuiditas Bank BTN
Bank BTN juga telah melaksanakan analisis 
sensitivitas untuk mengelola risiko pasar atas 
instrument keuangan yang dimilikinya. Analsisis 
sensitivitas yang digunakan sebagai dasar 
pengelolaan risiko pasar adalah risiko suku 
bunga dan risiko pasar. Hal ini sudah sesuai 
dengan PSAK 60 PP 40-41 tahun 2015. Analisis 
sensitivitas Bank BTN dilakukan dengan 
melakukan estimasi dengan membandingkan 
suatu nilai awal ke nilai tertentu setelah 
perubahan tertentu dari faktor pasar, dengan 
mengasumsikan seluruh variabel lainnya tetap. 
Pengelolaan risiko pasar tersebut tercermn dalam 
Gambar 7. 
 
Gambar 7. Analisis Risiko Suku Bunga 
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Pada awalnya Bank BTN mengungkapkan 
tingkat suku bunga rata-rata atas instrument 
keuangan yang dimilikinya. Berdasarkan 
perhitungan tersebut kemudian Bank BTN 
mengikhtisarkan tingkat eksposur instrument 
keuangan pada tingkat suku bunga mengambang. 
 
Gambar 8. Penentuan Eksposur Risiko Pasar. 
4. Kesimpulan  
Standar Akuntansi Keuangan Indonesia terus 
direvisi secara berkesinambungan sebagai bentuk 
komitmen dewan standar IAI untuk 
mengadaptasi IFRS. Proses adaptasi penuh tahap 
pertama sudah diimplementasikan pada tahun 
2012 dan pada tahun 2015 telah memasuki tahap 
kedua. Proses penyesuaian, amandemen ataupun 
penerbitan standar baru mengakibatkan gap 
antara SAK di Indonesia dengan IFRS semakin 
sedikit.  
Instrumen keuangan merupakan salah satu 
komponen dalam laporan posisi keuangan 
perusahaan yang regulasinya turut mengalami 
perkembangan kearah adaptasi IFRS. Regulasi 
instrument keuangan tertuang dalam PSAK 50, 
55, 60 dan 68. Namun demikian PSAK 50 masih 
mengacu pada IAS 32, PSAK 55 mengacu pada 
IAS 39 sedangkan PSAK 60 dan 68 telah 
mengacu pada IFRS 7 dan 13. Untuk itu, regulasi 
ini akan terus berkembang agar semakin 
mendekati IFRS sehingga dapat meningkatkan 
kualitas laporan keuangan dan keterbandingan 
secara global. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
sejauh mana level adaptasi standar yang tertuang 
dalam PSAK diterapkan kedalam praktik. 
Perubahan standar yang sangat cepat dan 
penyesuaian yang berkelanjutan menimbulakn 
pertanyaan apakah adaptasi IFRS itu juga dapat 
diikuti perusahaan dalam praktiknya secara cepat. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa Bank BTN 
sebagai suatu entitas perbankan yang memiliki 
komponen instrument keuangan yang cukup 
besar, mampu megimplementasikan adaptasi 
standar baru yang dikeluarkan oleh IAI sesuai 
dengan tanggal pemberlakuakn efektifnya. Hal 
ini menunjukkan bahwa terjadi sinkronisasi 
dimana lingkungan praktik dapat mengikuti 
pembuat standar secara beriringan. 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah 
sampel yang dijadikan dasar analsis hanya satu 
perusahaan saja yaitu Bank BTN. Untuk 
penelitian mendatang diharapkan dapat 
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menambah sampel observasi serta dapat 
menetapkan kriteria kepatuhan standar. Hal 
selanjutnya yang menarik untuk dikaji pada 
penelitian masa mendatang adalah implementasi 
perkembangan standar akuntansi pada 
perusahaan tambang karena proses penentuan 
nilai wajar atas sumber daya tambangnya 
memiliki karakteristik yang unik, 
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